
 

i 
 

  SKRIPSI 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG 

TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASYARAKAT MISKIN YANG 

TERDAMPAK COVID-19 DI DESA PAOKMOTONG, KECAMATAN 

MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR  

 

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) 

Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Mataram 

 

 

 

 

OLEH  : 

MELIANA AULIA 

NIM.218130001 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  

2022 



 

ii 
 

  

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

 

 



 

v 
 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

 

 

 



 

vii 
 

MOTTO 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya” (An Najm:39) 

 “Untuk meraih kesuksesan, keinginanmu untuk sukses harus lebih besar dari 

pada ketakutanmu terhadap kegagalan” 

“Percaya diri dan selalu yakin pada kemampuan kita, Jika ingin berbuah maka 

bertumbuhlah”- Meliana Aulia 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG 

TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASYARAKAT MISKIN YANG 

TERDAMPAK COVID-19 DI DESA PAOKMOTONG, KECAMATAN 

MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

ABSTRAK 

Pada tahun 2020 Indonesia dilanda wabah yang cukup serius yaitu Pandemi 

Covid-19, adanya Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak buruk disegala 

aspek kehidupan terutama pada sektor perekonomian yang menyebabkan 

bertambahnya jumlah penduduk miskin. Dalam hal tersebut upaya dan 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah 

tersebut yaitu dengan cara mewujudkan program-program bantuan sosial salah 

satunya Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). 

Melalui program tersebut pemerintah berharap kedepannya bisa membantu 

meringankan beban masyarakat miskin khususnya yang terdampak Pandemi 

Covid-19 di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok 

Timur. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif dengan analisis kualitatif yang berisi metode untuk mengumpulkan 

data dalam bentuk tertulis atau lisan dari individu ataupun kelompok yang 

diamati dan bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran secara 

sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan aktivitas sosial. Penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Donal 

van Metter dan Carl van Horn yang memuat 5 variabel indikator keberhasilan 

yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT-DD) di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten 

Lombok Timur ini sudah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan kebijakan 

sudah tercapai, tetapi tidak maksimal dikarenakan adanya beberapa indikator 

dari dimensi-dimensi pelaksanaan kebijakan program bantuan langsung tunai 

dana desa (BLT-DD) yang kurang dilaksanakan dengan baik seperti data yang 

tidak valid atau tidak sesuai dengan fakta dilapangan sehingga dalam hal 

tersebut terjadi ketidaktepatan sasaran. 

 

 

   Kata kunci : Implementasi, BLT, Covid-19. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Secara garis besar dijelaskan bahwa tujuan negara Indonesia yang 

bersifat internasional tercantum dengan jelas didalam pembukaan Undang-

undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu untuk melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta 

dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

(https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5723347/tujuan-negara-indonesia-

yang-bersifat-internasional-sesuai-pembukaan-uud-1945)  

Indonesia yaitu salah satu negara yang dikenal memiliki kekayaan 

sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah, suku dan kebudayaan yang 

beragam jenisnya. Tetapi, hal tersebut tidak menjadikan negara Indonesia 

sebagai negara yang maju. Sampai kini Indonesia masih tercatat sebagai 

negara yang berkembang, dalam hal tersebut disebabkan oleh faktor 

masyarakat. Masyarakat itu sendiri memiliki banyak masalah baik dari segi 

sosial maupun politik dan salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan 

merupakan permasalahan yang selalu meningkat di Indonesia, hal ini 

diakibatkan karena adanya faktor pendidikan rendah, terbatasnya lapangan 

pejerjaan, tingkat upah rendah, distribusi pendapatan yang timpang, hingga 

politik yang belum stabil.  

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5723347/tujuan-negara-indonesia-yang-bersifat-internasional-sesuai-pembukaan-uud-1945
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5723347/tujuan-negara-indonesia-yang-bersifat-internasional-sesuai-pembukaan-uud-1945
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(https://m.merdeka.com/jatim/5-faktor-penyebab-kemiskinan-beserta-

definisinya-wajib-diketahui -kln.html) 

Pada tahun 2020 Indonesia menghadapi wabah yang cukup serius yaitu 

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk 

miskin. Pandemi ini memberikan dampak di segala aspek kehidupan, salah 

satunya pada sektor perekonomian. Banyak kegiatan perekonomian yang 

tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga dalam situasi tersebut mengurangi 

kemampuan rumah tangga dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari, 

terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung oleh Covid-19. 

Kenaikan harga barang pada masyarakat juga berdampak dalam kehidupan 

masyarakat sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada penurunan daya 

beli masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah. 

        (https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi) 

Ada banyak kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk 

masyarakat yang dituangkan diberbagai jenis kebijakan untuk membantu 

mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat salah satunya adalah kebijakan 

program bantuan sosial, terkhusus di era kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo pada Tahun 2020. 

(https://money.kompas.com/read/2020/05/11/102312126/saling-tumpang 

tindih -ini-macam-macam-bansos-diera-jokowi?page=all) 

Didalam merealisasikan suatu kebijakan, Pemerintah juga menerbitkan 

sebuah  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berisi sebuah penetapan 

peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 

https://m.merdeka.com/jatim/5-faktor-penyebab-kemiskinan-beserta-definisinya-wajib-diketahui%20-kln.html
https://m.merdeka.com/jatim/5-faktor-penyebab-kemiskinan-beserta-definisinya-wajib-diketahui%20-kln.html
https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi
https://money.kompas.com/read/2020/05/11/102312126/saling-tumpang
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tentang “Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk  

penanganan Covid-19 dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan menjadi undang-

undang”. Undang-undang ini menjadi salah satu bagian dari kebijakan yang 

mendasari terbentuknya program bantuan sosial BLT-DD yang menjadi 

fokus penelitian dari penulis.  

(https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-

undang-2-tahun-2020) 

Selanjutnya, untuk melindungi masyarakat miskin yang terdampak 

Covid-19, pemerintah meningkatkan JPS (Jaringan Pengaman Sosial) yang 

termuat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(Permendesa PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa, diantaranya mengenai penyediaan (BLT-DD), dimana Undang - 

undang ini secara spesifik mengatur kriteria masyarakat yang pantas untuk 

menerima (BLT-DD). 

(https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku-Saku-Pendataan-

BLT-dana_desa_fnal.pdf) 

Pemerintah memberikan anggaran dana Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 senilai 435.600.000 

untuk 363 kartu keluarga miskin dari 5.309 kartu keluarga, dana sebesar 40% 

dari total Dana Desa tahun 2021 Rp 1,7 Milyar. Besaran dana BLT-DD yang 

https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku-Saku-Pendataan-BLT-dana_desa_fnal.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku-Saku-Pendataan-BLT-dana_desa_fnal.pdf
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disalurkan adalah Rp. 300.000 ribu per kepala keluarga setiap bulannya 

diberikan selama 4 bulan. Adapun penerima manfaat (BLT-DD) yaitu 

keluarga miskin dan warga yang terdampak Covid-19. Dalam 

pelaksanaannya dilapangan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini 

tidak serta merta berjalan dengan lancar seperti apa yang sudah direncanakan 

sesuai harapan pemerintah. 

Peneliti memilih Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten 

Lombok Timur sebagai objek penelitian karna berdasarkan observasi yang 

peneliti lakukan dilapangan dan berdasarkan keterangan dari masyarakat 

setempat serta perangkat desa sudah mengkonfrmasi bahwasanya benar 

bahwa Desa Paokmotong melaksanakan program kebijakan bantuan sosial 

salah satunya Program (BLT-DD) di masa pandemi Covid-19. Kemudian, 

berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti langsung dengan pemerintah desa 

dan beberapa masyarakat bahwa masyarakat penerima (BLT-DD) tersebut 

yaitu masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, adanya 

program (BLT-DD) yang bertujuan membantu masyarakat miskin terdampak 

pandemic ini secara ekonomi di harapkan bisa meringankan masalah 

ekonomi masyarakat desa Paokmotong dalam memenuhi kebutuhan sehari – 

hari.  

(Wawancara masyarakat oleh peneliti). 

Maka dari itu, berdasarkan hasil pemaparan diatas peneliti tertarik 

melakukan penelitian di Desa Paokmotong terkait dengan implementasi 

kebijakan program (BLT-DD) pada masyarakat miskin yang terdampak 
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Covid-19 karena peneliti ingin melihat bagaimana perangkat desa 

menjalankan program bantuan sosial ini serta apa saja faktor pendukung 

keberhasilan perangkat desa dalam mengimplementasikan program 

pemerintah ini sesuai dengan prosedur dan ketepatan sasaran. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah 

yang akan di bahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai 

dana desa (BLT-DD) pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-

19 di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok 

Timur? 

2. Apa saja faktor pendukung keberhasilan dalam implementasi 

kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) pada 

masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Desa Paokmotong, 

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masyarakat miskin yang 

terdampak Covid-19 di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, 

Kabupaten Lombok Timur. 
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2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung keberhasilam dalam 

pelaksanaan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT-DD) pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Desa 

Paokmotong, Kecamatan, Masbagik Kabupaten Lombok Timur. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini, akan memiliki manfaat bagi penulis maupun pembaca, 

adapun  manfaat penelitian yaitu: 

1. Manfaat Teoritis, untuk menambah literatur dan sumber informasi 

dilingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Mataram, memberikan pemahaman, pengetahuan, serta 

gambaran utuh tentang implementasi kebijakan program (BLT-DD). 

2. Manfaat Praktis; 

a. Dapat membawa manfaat bagi peneliti, yaitu untuk memperkaya ilmu 

yang dimilikinya. 

b. Bagi pemerintah, sebagai masukan untuk merumuskan implementasi 

kebijakan program (BLT-DD). 

3. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi 

masyarakat yang belum mengenal implementasi kebijakan program 

(BLT-DD). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam 

melakukan peneletian sehingga dapat memperkaya teori-teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang dapat memperdalam 

bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama/ Tahun Judul Hasil Penelitian Relevansi 

1. Mega Sustra 

Dewi, 2011 

Evaluasi Program Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) di 

Kecamatan Kramatwatu 

Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa Evaluasi Program Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) di 

Kecamatan Kramatwatu telah 

berjalan cukup baik karena 

pembagian dana BLT dilakukan 

secara merata kepada warga 

masyarakat yang berhak untuk 

menerima BLT. 

Keterkaitan 

penelitian 

ini 

membahas 

tentang 

program 

BLT serta 

metode 

penelitian 

yang 

digunakan . 

2. Burhanuddin, 

2020. 

Implementasi Program Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) di Desa 

Tua Nanga Kecamatan 

PotoTano Kabupaten Sumbawa 

Barat 

Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa: Komunikasi yaitu 

Sosialisasi Program BLT dimana 

tingkat keberhasilan dan informasi 

sudah dipaling rendah dari sasaran 

tersebut, yaitu penerima BLT, 

Sumber Daya dimana tingkat 

pendidikan staf desa Tua Nanga 

belum baik, Struktur Birokrasi 

dalam pencairan BLT berhasilnya 

implementasi pelaksanaan 

pencairan BLT di Kabupaten 

Sumbawa Barat berhasil atau 

tidaknya tergantung pada komitmen 

dan kemampuan pelaksananya. 

Keterkaitan 

penelitian 

ini 

membahas 

tentang 

implementa

si serta 

metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

sedangkan 

perbedaann

ya adalah 

dari segi 

tempat 

penelitiany

a 
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3. Auliana Sari, 

2021 

Implementasi Permendesa 

PDTT No.6 Tahun 2020 

Tentang Prioritas Pengguna 

Dana Desa” (Pelaksanaan BLT 

Di Desa Talang Duku 

Kec.Taman Rajo Kab. Muaro 

Jambi) 

Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa implementasi penyaluran 

program bantuan langsung tunai di 

desa Talang Duku sudah 

dilaksanakan akan tetapi masih 

belum sesuai, karena efektifitas 

yang tidak berjalan terhadap 

penerima bantuan program (BLT)  

Perbedaann

ya, terletak 

di objek 

penelitian 

yaitu lebih 

fokus pada 

implementa

si 

permendesa 

sedangkan 

peneliti 

fokus pada 

implementa

si program 

BLT  

4. Nur Dhillah 

Haryanti, 

2015 

Implementasi Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) Di 

Kecamatan TanjungPinang 

Barat Kelurahan Bukit Cermin 

Kota TanjungPinang. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Implementasi bantuan langsung 

tunai yang telah dilaksanakan 

belum berjalan dengan baik di 

karenakan sosialisasi yang 

diberikan belum merata dan masih 

banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui tentang prosedur syarat 

serta kriteria masyarakat yang 

mendapatkan BLT tersebut.  

Keterkaitan 

penelitian 

ini 

membahas 

tentang 

implementa

si serta 

metode 

penelitian 

yang 

digunakan  

5. Heri 

Gunawan, 

2019 

Efektivitas Pelaksanaan 

Program Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) Penerima 

Manfaat Terhadap 

Kesejahteraan Keluarga Miskin 

Di Kelurahan Glugur Kota 

Kecamatan Medan Barat 

Strategi Dinas Sosial Kota dalam 

mengemban tugasnya untuk 

menjalankan pelaksanaan Program 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

sudah berjalan dengan baik atau 

bisa dikatakan efektif, yang didasari 

dengan adanya kegiatan – kegaiatan 

sosialisasi dan penyuluhan 

mengenai materi program BPNT 

kepada masyarakat.  

Keterkaitan 

penelitian 

ini 

membahas 

tentang 

penerimaan 

bantuan 

dan metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

sedangkan 

perbedaann

ya adalah 

dari segi 

jenis 

bantuan 

yang diteiti 

serta teori 

yang 

digunakan 

6. Muhammad 

Imam Abdul 

Aziz, 2019 

Implementasi Kebijakan Kartu 

Indonesia Sehat Di Kecamatan 

Seberang Ulu I Kota Palembang 

Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa Kebijakan Kartu Indonesia 

Sehat di Kecamatan Seberang Ulu 1 

Kota, Palembang secara umum 

sudah berjalan dengan baik hanya 

saja masih ada ditemukan, beberapa 

kendala yang menghambat proses 

pendistribusian implementasi 

Kebijakan Kartu Indonesia Sehat. 

Keterkaitan 

penelitian 

ini 

membahas 

tentang 

bagaimana 

pengimple

mentasian 

suatu 

kebijakan 

program 
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dan metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

sedangkan 

perbedaann

ya adalah 

dari segi 

kebijakan 

diteiti 

7. Nur Azizah 

Mayasari, 

2020 

Persepsi Masyarakat Terhadap 

Manfaat Penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai (BLT-DD) 

dalam Upaya Membantu 

Perekonomian Masyarakat 

Akibat Covid-19 di Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo  

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa persepsi masyarakat 

terhadap adanya penyaluran BLT-

DD dalam upaya membantu 

perekonomian masyarakat yaitu 

merasa sangat terbantu. Masyarakat 

yang mendapat bantuan 

dipergunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari, berobat dan sebagian 

digunakan untuk modal usaha  

Keterkaitan 

penelitian 

ini 

membahas 

tentang 

program 

Bantuan 

Langsung 

Tunai dan 

metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

sedangkan 

perbedaann

ya adalah 

penelitian 

langsung 

bersangkuta

n dengan 

persepsi 

masyarakat 

sedangkan 

penelitian 

menggunak

an 

pengimple

mentasian   

Sumber: Artikel penelitian, Diolah Olah Peneliti 2021 
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Beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Pertama, Skripsi yang berjudul “ Evaluasi Program Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu ”, yang ditulis oleh Mega 

Sustra Dewi pada tahun 2011. Penelitian skripsi ini berfokus pada Evaluasi 

Kebijakan yang menggunakan teori dari Dunn untuk mengetahui tingkat 

ketepatan implementasi program bantuan sosial yang telah ditetapkan dalam 

peraturan. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Sustra Dewi memiliki 

pembahasan yang hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti karena membahas tentang Program BLT, yang membedakan yaitu 

hasil penelitiannya yang menunjukan bahwa kebijakan BLT di Kecamatan 

Kramatwatu sudah berjalan baik karena pembagian dana BLT dilakukan 

secara merata kepada warga masyarakat yang berhak untuk menerima BLT,

 Kedua, Penelitian yang ditemukan berjudul “ Implementasi Program 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano 

Kabupaten Sumbawa Bara t” pada tahun 2020, oleh Burhanuddin. Dalam 

penelitian yang dilakukam Burhanuddin mempunyai judul yang mirip dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti, hanya saja perbedaannya ada pada lokasi 

penelitiannya. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Komunikasi 

merupakan sosialisasi program BLT yang mana keberhasilan dan informasi 

sudah dipaling rendah dari sasaran tersebut, yaitu penerima BLT, Sumber 

Daya dimana tingkat pendidikan staf desa Tua Nanga belum baik, Disposisi 

pemerintah memberikan BLT desa akan menjaga daya beli sebagian 

masyarakat miskin di desa  yang terkena musibah (covid-19), (4) Struktur 
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Birokrasi dalam pencairan BLT berhasilnya implementasi pencairan BLT di 

Kabupaten Sumbawa Barat berhasil atau tidak tergantung  komitmen dan 

kemampuan pelaksana. 

 Ketiga, Penelitian yang ditemukan adalah penelitian yang berjudul “ 

Implementasi Permendesa PDTT No.6 Tahun 2020 Tentang Prioritas 

Pengguna Dana Desa ”. Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kec Taman 

Rajo Kab. Muaro Jambi. Yang ditulis oleh Auliyana Sari pada tahun 2021. 

Penelitian ini fokus membahas tentang implementasi permendesa atau sebuah 

pelaksanaan kebijakan pemerintah didalam Program (BLT) Desa Talang 

Duku. Hasil penelitiannya yaitu implementasi penyaluran program BLT di 

desa Talang Duku sudah dilaksanakan akan tetapi masih belum sesuai, karena 

efektifitas yang tidak berjalan terhadap penerima bantuan program (BLT)  

 Keempat, Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nur Dhillah 

Haryanti pada tahun 2015 yang berjudul “Implementasi Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) Di Kecamatan TanjungPinang Barat Kelurahan Bukit Cermin 

Kota TanjungPinang”. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi 

bantuan langsung tunai yang telah dilaksanakan belum berjalan dengan baik 

di karenakan sosialisasi yang diberi belum merata dan banyak masyarakat 

yang tidak tahu terkait dengan proses serta kriteria masyarakat yang 

mendapatkan bantuan langung tunai. Kemudian belum ada kerjasama antara 

berbagau pihak sehingga data yang di dapatkan berbeda dilapangan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa program bantuan sosial tidak tepat sasaran. 
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 Kelima, Penelitian yang ditemukan adalah peneliti yang berjudul “ 

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan 

Glugur Kota Kecamatan Medan Barat ” yang ditulis Heri Gunawan tahun 

2019. Dalam penelitian skripsinya ini, Heri Gunawan fokus pada Efektivitas 

pelaksanaan Program (BPNT) penerima manfaat kesejahteraan keluarga 

miskin. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah strategi DINSOS Kota 

dalam melaksanakan tugas menjalankan pelaksanaan Program (BPNT) sudah 

berjalan baik dan efektif, yang didasari dengan adanya kegiatan-kegaiatan 

sosialisasi tentang program BPNT kepada masyarakat. Selain itu, ketepat 

sasaran terkait dengan pendistribusian bantuan sosial BPNT juga sudah 

tepatsasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut didasari 

bahwa yang menjadi prioritas penerima BPNT yaitu keluarga yang hidup di 

bawah garis kemiskinan, berpenghasilan rendah, mempunyai tanggungan 

anak dan lansia, serta wanita yang berstatus janda. 

Keenam, Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muhammad 

Imam Abdul Aziz, di tahun 2019 dengan judul “ Implementasi Kebijakan 

Kartu IndonesiaSehat di Kecamatan Seberang Ulu I KotaPalembang ”. 

Penelitian ini fokus membahas tentang Implementasi Kebijakan Kartu 

Indonesia Sehat. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa: “kebijakan kartu 

indonesia sehat di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang sudah 

berjalan dengan baik, tetapi masih ditemukan beberapa masalah yang 
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menghambat  pendistribusian implementasi kebijakan kartu indonesia sehat, 

perbedaannya ada pada program yang diteliti. 

Ketujuh, Penelitian selanjutnya oleh Nur Azizah Mayasari pada tahun 

2020 yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran 

Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) dalam Upaya Membantu Perekonomian 

Masyarakat Akibat Covid-19 di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ”. 

Hasilnya menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap adanya 

pendistribusiam BLT-DD dalam upaya membantu perekonomian masyarakat 

yaitu merasa sangat terbantu. Masyarakat penerima manfaat 

menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, berobat dan sebagian 

dipergunakan sebagai modal usaha, yang membedakannya yaitu penelitian ini 

langsung bersangkutan dengan persepsi masyarakat sedangkan peneliti 

menggunakan program implementasi.   

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Definisi Implementasi 

  Implementasi, dapat dikatakan sebagai pelaksanaan atau 

penerapan. Implementasi yakni sebuah proses untuk memastikan 

diimplementasikannya suatu kebijakan serta tercapainya kebijakan 

tersebut. Implementasi juga bisa dikatakan sebagai penyedia sarana 

untuk membuat sesuatu serta memberikan hasil yang bersifat praktis 

terhadap sesama (Aditya, 2021). 
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  Kemudian menurut Wahyu (Mulyadi,2015:50), menerangkan 

bahwa implementasi adalah study untuk mengetahui sebuah proses 

implementasi, tujuan utama dalam proses implementasi tersebut yaitu 

sebagai umpan balik dalam pelaksanaan kebijakan dan untuk 

mengetahui apakah proses pengimplementasian tersebut sudah sesuai 

standar yang ditetapkan dan untuk mengetahui hambatan yang ada dalam 

proses implementasi sebuah kebijakan. Pada dasarnya implementasi 

menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:220), “adalah tahap dalam proses 

kebijakan publik suatu negara. Seperti biasa, implementasi ini dilakukan 

setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas termasuk tujuan 

dalam jangka pendek, menengah dan panjang”. 

  Jadi berdasarkan beberapa pendapat diatas kita bisa mengetahui 

bahwasanya pengertian dari implementasi tersebut yaitu sebuah proses 

berkaitan dengan sebuah kebijakan serta program-program yang akan 

digunakan oleh suatu institusi, spesifiknya yaitu yang terkait dengan 

institusi Negara yang kemudian menyertakan sarana dan prasarana 

sebagai pendukung program-program yang akan dijalankan. Selanjutnya, 

cara yang dilakukan untuk mewujudkan suatu sistem adalah dengan cara 

implementasi, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan 

pernah bisa dilaksanakan. Sesungguhnya, implementasi kebijaksanaan 

tidak hanya bersangkut paut dengan mekanisme keputusan politik 

kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, tetapi lebih daripada itu 
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menyangkut masalah keputusan serta siapa yang memperoleh 

kebijaksanaan itu. 

2.3 Kebijakan Publik 

2.3.1 Definisi Kebijakan Publik 

  Menurut Thomas R. Dye (dalam Leo Agustino 2016:15) (What 

governments do, why the do it, and what difference it makes). Terkait 

dengan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa kebijakan merupakan 

pekerjaan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah, 

meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan tindakan 

terorisme. Kemudian hal itu menghasilkan sesuatu (what difference it 

make). Dan dalam sudut pandang yang lain, Dye menuliskan juga 

terkait dengan kebijakan publik Anything a government chooses to do 

or not to do. Dari pandangan tersebut, yang berkaitan dengan pilihan-

pilihan pemerintah untuk melakukan  maupun tidak melakukan sesuatu 

adalah sebuah kebijakan publik. 

Anderson dalam Mulyadi (2016:165), mengartikan bahwa 

kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat 

pemerintah. Kebijakan juga diartikan dengan rangkaian kegiatan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang harus diikuti dan dilaksanakan 

sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan. 

Nugroho (Mulyadi,2016:165), menyebutkan bahwa kebijakan 

merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan sebagai aktivitas yang 

dikerjakan dalam mencapai suatu tujuan, kemudian disederhanakan 
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dengan cara mengetahui sejauh mana kemajuan pencapaian yang 

sudah ditempuh. Sedangkan menurut Dye (Suaib,2016:72) 

menyebutkan bahwa kebijakan merupakan apa saja yang telah dipilih 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam hal tersebut, 

pusat perhatian kebijakan publik tidak hanya dijalankan oleh 

pemerintah saja, tetapi termasuk apa saja yang tidak dijalankan oleh 

pemerintah. Kemudian, apa saja yang tidak dilakukan pemerintah 

tersebutlah yang memberikan dampak cukup besar pada masyarakat 

seperti halnya dengan tindakan dan program yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

Secara umum, pengertian dari kebijakan (policy) juga digunakan 

sebagai penunjuk perilaku actor, pejabat, suatu kelompok, ataupun 

lembaga pemerintah dan sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan 

tertentu. Definisi tersebutlah yang relatif memadai untuk keperluan 

pembicaraan-pembicaraan biasa, tetapi akan menjadi kurang memadai 

untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah 

menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh sebab itu, memerlukan 

batasan serta konsep kebijakan publik yang tepat. 

2.4 Implementasi Kebijakan 

2.4.1 Definisi Implementasi Kebijakan 

      Menurut Haedar (2012), menjelaskan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan tahap pengambilan kebijakan antar pembentukan 

kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi yang dipengaruhi oleh 
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kebijakan itu sendiri. Seandainya kebijakan tersebut tidak tepat atau 

tidak dapat mengurangi masalah, maka kebijakan tersebut akan gagal 

meskipun sudah dilaksanakan dengan baik. Seandainya kebijakan yang 

baik dilaksanakan dengan buruk, maka kebijakan tersebut akan gagal 

mencapai tujuannya. Supaya suatu kebijakan bisa mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan 

supaya memiliki pengaruh dan tujuan yang diinginkan.  

      Implementasi kebijakan juga didefinisikan sebagai tahapan yang 

sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Secara garis 

besar, implementasi kebijakan yaitu alat administrasi hukum yang mana 

berbagai actor, prosedur, organisasi, serta teknik bekerjasama 

menjalankan kebijakan untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Disisi 

lain, implementasi juga diartikam sebagai fenomena yang mungkin 

dapat dipahami dengan proses, keluaran maupun sebagai hasil. 

  (Jurnal Administrasi Publik) 

      Abidin (2012:145) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan 

adalah hal penting dalam sebuah proses kebijakan. Jika tidak ada 

implementasi, maka kebijakan adalah sebuah dokumen yang tidak 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, 

implementasi kebijakan adalah proses yang begitu kompleks dan tidak 

jarang bermuatan politiss dengan adanya intervensi berbagai 

kepentingan. 
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2.4.2 Model Implementasi Kebijakan 

      Implementasi adalah hal krusial dalam suatu kebijakan publik. 

Setelah kebijakan selesai diformulasikan selanjutnya yaitu 

mengimplementasikan. Jika ingin menganalisis sebuah kebijakan, maka 

diperlukan model kebijakan. Model kebijakan tersebutlah yang 

mempermudah untuk menentukan indikator keberhasilan oleh peneliti. 

Model dalam proses implementasi kebijakan publik (dalam Agustino 

2016:133-152) yaitu model implementasi kebijakan Donald van Metter 

dan Carl van Horn.  

a. Implementasi Kebijakan Model Donald Van Metter & Carl Van 

Horn 

   Ada lima variabel menurut Donald Van Metter & Carl Van 

Horn (dalam Leo Agustino 2016:133-136) yang mempengaruhi 

kinerja dari implementasi kebijakan publik tersebut yaitu sebagai 

berikut. 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur 

keberhasilannya kalau ukuran dan tujuan kebijakan tersebut 

realistis dengan sosio-kultur yang ada ditingkat pelaksana 

kebijakan. Kemudian untuk ukuran dan tujuan kebijakan yang 

terlalu ideal untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan 

semakin sulit untuk merealisasikan kebijakan hingga titik yang 

dapat dikatakan berhasil. 
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2. Sumber daya. 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia. 

Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam 

menentukan suatu keberhasilan dari proses implementasi. Tahap-

tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang sudah ditetapkan 

secara politik. Tapi, ketika kompetensi dan kapabilitas dari 

sumber-sumber daya tersebut nihil, maka kinerja kebijakan publik 

akan sangat sulit untuk di harapkan. Diluar sumber daya manusia 

tersebut, sumber daya yang lain juga perlu untuk diperhitungkan 

seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Hal ini 

dikarenkan ketika sumber daya manusia yang kompeten telah 

tersedia, maka muncul masalah untuk merealisasikan apa yang 

dituju oleh tujuan kebijakan. Sama halnya dengan sumber daya 

waktu, disaat sumber daya manusia bekerja dan dana berjalan 

dengan baik, namun terbentur oleh waktu maka hal ini bisa 

menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan 

publik. 
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3. Karakteristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian agen pelaksana yang meliputi organisasi formal 

dan informal akan terlibat dalam  implementasi kebijakan publik. 

Hal ini penting dikarenakan kinerja implementasi kebijakan 

publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat 

serta cocok dengan para agen pelaksana. Mengenai implementasi 

kebijakan juga perlu diperhitungkan jika hendak menentukan agen 

pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka 

semakin besar pula agen yang dilibatkan. 

4. Sikap atau Kecendrungan Para Pelaksana 

Sikap penerima dan penolakan dari para pelaksana sangat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hal 

ini sangat mungkin terjadi, oleh sebab itu kebijakan yang di 

laksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang 

mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan 

akan tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah 

kebijakan „dari atas‟ yang sangat mungkin para pengambil 

keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak mampu 

menyentuh kebutuhan, keinginan serta permasalahan yang warga 

ingin selesaikan. 

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Hal terakhir yang perlu diperhatikan juga untuk menilai kinerja 

suatu implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut 
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mendorong keberhasilan dari kebijakan publik yang ditetapkan. 

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, ekonomi 

dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang 

dari kegagalan implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan harus memperhatikan 

kekondusifan lingkungan eksternal. 

2.5 Konsep Dana Desa 

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga 

yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa juga bisa diartikan sebagai wilayah 

yang berada diluar kota yang merupakan satu kesatuan. Menurut Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Tentang Desa menjelaskan 

bahwa pengertian Desa adalah “ kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.  

(Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) 

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang 

kemudian didistribusikan kepada Desa dengan melalui APBD 

Kabupaten/Kota dan diprioritaskan sebagai kebutuhan pelaksanaan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tersebut dibuat 

oleh Pemerintah Indonesia secara khusus yang bertujuan untuk memajukan 

desa yang ada diseluruh Indonesia dan untuk meningkatkan pelayanan yang 
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ada didesa serta mengurangi tingkat kemiskinan di desa, mengatasi adanya 

kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa 

sebagai subjek pembangunan. 

(https://www.kemenkeu.go.id) 

2.6 Konsep Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan seseorang 

untuk melengkapi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, rumah, 

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan terjadi karena kelangkaan alat 

pemenuh kebutuhan dasar dan atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan 

pekerjaan (Alhudori, 2017). 

Kemiskinan dapat dipahami seperti keadaan kekurangan uang atau 

kekurangan barang dalam menjamin kelangsungan hidup. Dengan artian yang 

luas, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu fenomena (multiface) dan 

atau multidimensional. Kemiskinan ini memiliki sifat yang multidimensional 

dapat diartikan bahwa kebutuhan manusia bermacam-macam, jadi  

kemiskinan juga mempunyai banyak sisi. Tidak hanya masalah ekonomi, 

tetapi menyangkut juga masalah budaya, politik dan sosial karna sifatnya 

yang multidimensional. Maka, dapat dikatakan kemiskinan memerlukan 

solusi yang multidimensional (Wulandari, 2014). 

Kemiskinan menurut Syami (Rusdarti, 2013) juga dijelaskan keadaan 

seorang keluarga dan anggota masyarakat yang tidak memiliki kemampuan 

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar se-bagaimana masyarakat 

lain. Masyarakat kurang mampu biasanya lebih banyak didaerah perdesaan. 

https://www.kemenkeu.go.id/
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Hal tersebut diperkuat oleh definisi yang diungkapkan Hans Dieter dan 

Suwardi (Rusdarti, Lesta, 2013) menyatakan kemiskinan dikampung dapat di 

golongkan sebagai kemiskinan tempat tinggal atupun kemiskinan penduduk. 

Kemiskinan tempat tinggal dapat diartikan sebagai kondisi tempat yang tidak 

teratur. Kemiskinan penduduk dapat terjadi karena segi sosial atau 

ekonominya sangat rendah termasuk untuk penyediaan air dan listrik beserta 

prasarana yang minim. Pendapat itupun menjelaskan bahwa karakteristik 

yang ada dalam suatu daerah perkampungan bisa dilihat dari segi kondisi 

perumahan seseorang atau ketersediaan sarana&prasarana umum yang di 

butuhkan masyarakat. 

 Emil Salim (Maipita, 2014) juga menjelaskan kemiskinan yaitu 

kurangnya pendapatan dalam mencukupi kebutuhan, dan dikatakan berada 

dibawah garis kemiskinan jika pendapatan mereka tidak bisa untuk 

mencukupi kebutuhan pokoknya seperti pakaian, sadang, pangan serta tempat 

tinggal. Menurut Gunawan Sumodo diningrat (Maipita, 2013) kemiskinan 

dapat digolongkan menjadi dalam tiga, yaitu: 

a. Kemiskinan Absolut 

Seseorang yang dapat dikatakan miskin secara absolut jika tingkat 

pendapatannya dibawah garis kemiskinan dan jumlah pendapatan tidak 

mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, 

tempat tinggal, kesehatan, serta pendidikan juga diperlukan untuk bisa 

bertahan hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan tersebut 
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disebabkan karena keterbatasan saranaprasarana fisik serta kelangkaan 

modal atau miskin secara alami. 

b. Kemiskinan Struktural 

Seseorang dapat dikatakan sebagai kemiskinan struktural jika 

pendapatan berada diatas garis kemiskinan, tetapi masih lebih rendah 

dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitar. Kemiskinan relatif 

berkaitan dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, yaitu 

kebijakan  pemerintah yang belum terjangkau diseluruh masyarakat 

sehingga dalam hal tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan. 

c. Kemiskinan kultural 

Kemiskinan kultural dapat dilihat dari sikap seseorang dan masyarakat 

yang biasa disebabkan oleh faktor budaya, tidak mau berusaha sendiri 

untuk memperbaiki kehidupannya walaupun ada upaya pihak luar yang 

membantu. 

2.7 Konsep Bantuan Langsung Tunai 

2.7.1 Definisi Bantuan Langsung Tunai 

   BLT merupakan salah satu bantuan sosial pemerintah berjenis 

pemberian uang tunai kepada keluarga miskin yang bersumber dari 

dana desa untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin 

khususnya yang terdampak Covid-19. Nilai bantuan langsung tunai 

yang disalurkan yaitu sebesar Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap 

keluarga yang telah memenuhi kriteria, diberikan selama tiga bulan 

bebas pajak. Seandainya kebutuhan desa lebih dari ketentuan 
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maksimal yang dapat di alokasikan oleh desa, maka kepala desa bisa 

mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk bantuan 

langsung tunai kepada Bupati. Kemudian, usulan itu harus disertai 

dengan alasan penambahan alokasi sesuai keputusan musyawarah 

desa. 

 (https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/17/133000065/7/bantuan

-yang-digelontarkan-selama-pandemi-covid-19-) 

   BLT ini telah diterbitkan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 3 Tahun 2020 tantang Penanggulangan Covid-19 di Desa 

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka 

(BLT) harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga 

perlu didukung data yang valid dan akurat. 

(http:/www.djpk.kemenkeu,go.id/wp-content/uploads/2020/04/Salinan-

PMK-40-Tahun-2020.pdf) 

   Dasar hukum pendataan bantuan langsung tunai yang menjadi 

rujukan dalam pengimplementasiannya di desa sebagai berikut: 

1. Undang-undang 

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (PDTT) 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/17/133000065/7/bantuan-yang-digelontarkan-selama-pandemi-covid-19-
https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/17/133000065/7/bantuan-yang-digelontarkan-selama-pandemi-covid-19-
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4. Peraturan Menteri Keuangan 

5. Intruksi Menteri Dalam Negeri 

6. Intruksi Menteri Desa PDTT 

7. Surat Menteri Desa PDT 

8. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kementrian Desa PDTT, dan  

9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi 

   Adapun kriteria calon penerima bantuan langsung tunai dana desa  

(BLT-DD) yaitu keluarga miskin yang terdata dalam Desa Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang tidak terdata. Yang memenuhi 

kriteria adalah sebagai berikut:   

1. Tidak mendapat bantuan (PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja) 

2. Mengalami kehilangan mata pencaharian  

3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahu atau 

kronis 

 

2.8 Kerangka Berfikir 

Menurut Una Sekaran (dalam Sugiyono, 2012:65) kerangka berfikir 

merupaka model konseptual tentang bagaimana teori tersebut berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diindetifikasi sebagai masalah yang 

penting. Kerangka berfikir juga akan membuat suatu penelitian menemukan 

titik terang mengenai apa yang telah diteliti. 
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Tabel 2.2 

Kerangka Berpikir 

 

                 

                 

                 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Sumber Diolah Peneliti, 2021)

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masyarakat Miskin 

5. Lingkungan 

Ekonomi, Sosial 

dan Politik 

4.  Sikap atau 

Kecendrungan 

Para Pelaksana 

3. Karakteristik  

Agen Pelaksana 

2. Sumber Daya 1. Ukuran dan 

Tujuan 

Kebijakan 

Implementasi Kebijakan Model Donald van Metter 

& Carl van Horn 

HASIL 
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2.9 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan definisi yang terlahir dan/atau tersimpul dari 

sebuah kajian teori terhadap variabel yang di teliti. Definisi konseptual juga 

diartikan sebagai pemaknaan dari konsep yang digunakan, yang diungkapkan 

dalam kata-kata sehingga dapat mempermudah peneliti untuk menjalankan 

konsep tersebut di lapangan. Adapun isi dari definisi konseptual yaitu: 

1. Secara garis besar, implementasi adalah tahap dari sebuah proses 

kebijakan setelah penetapan undang-undang. Implementasi juga di 

pandang memiliki makna pelaksanaan undang-undang, dimana berbagai 

organisasi, actor, prosedur, seta teknik bekerja sama untuk dapat 

menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan yang ingin dicapai. 

Disisi lain, implementasi juga diartikan sebagai fenomena komplek dan 

dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu 

dampak. 

2. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan “Desa 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak 

tradisional yang diakui serta dihormati dalam system pemerintahan NKRI. 
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3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan sosial pemerintah 

yang berjenis pemberian uang tunai kepada keluarga miskin didesa 

bersumber dari dana desa dan untuk mengurangi dampak dari Covid-19. 

Adapun nilai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah yaitu sebesar 

Rp.600.000.- setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang telah 

memenuhi kriteria dan di berikan selama tiga bulan bebas pajak. 

4. Kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan seseorang dalam 

mencukupi kebutuhan hidupnya seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, 

pendidikan, serta kesehatan. Kemiskinan tersebut dapat disebabkan karena 

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, dan/atau sulitnya akses 

terhadap pendidikan dan pekerjaan (Alhudori:2017). 

2.10 Definisi Operasional 

Menurut Notoatmodjo (2018), definisi operasional merupakan definisi 

yang bermanfaat sebagai pembatas ruang lingkup variabel yang diteliti oleh 

peneliti dan bermanfaat sebagai arahan kepada pengukuran terhadap variabel 

yang bersangkutan sehingga hal tersebut dapat menjadi variabel yang dapat 

diukur. Dengan melihat definisi operasional, maka peneliti akan dapat 

mengetahui suatu variabel yang akan di teliti. Berikut tabel operasional yang 

digunakan dalam penelitian ini: 
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Tabel 2.3 

Definisi Operasional 

No Variabel Indikator Sub Indikator 

1)  Implementasi 1. Ukuran dan Tujuan   

Kebijakan 

Kinerja implementasi 

kebijakan publik dapat 

diukur tingkat 

keberhasilannya jika ukuran 

dan tujuan dari kebijakan 

memang realistis dengan 

sosio-kultur yang ada di 

tingkat pelaksana kebijakan 

2. Sumber Daya Manusia merupakan sumber 

daya yang terpenting dalam 

menentukan suatu 

keberhasilan proses 

implementasi 

3. Karakteristik Agen 

Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen 

pelaksana meliputi 

organisasi formal dan 

organisasi informal yang 

akan terlibat 

pengimplementasian 

kebijakan public 

4. Sikap/Kecendrungan 

(Disposition) Para 

Pelaksana 

Sikap penerima atau 

penolakan dari (agen) 

pelaksana akan sangat 

banyak mempengaruhi 

keberhasilan atau tidaknya 

kinerja implementasi 

kebijakan publik. 

5. Lingkungan 

Ekonomi, Sosial dan 

Politik 

Sejauh mana lingkungan 

eksternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan 

publik yang telah ditetapkan 

 Sumber Diolah Oleh Peneliti, 2021. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang peneliti gunakan didalam penelitian ini yaitu 

penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yang merupakan prosedur 

pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan serta melukiskan 

keadaan suatu objek pada saat penelitian berdasarkan pada fakta yang tampak 

sebagaimana adanya. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong J Lexy, 2017:4) 

menerangkan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

bisa menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan/atau lisan dari 

orang - orang serta perilaku yang dapat diamati.  Pendekatan kualitatif tersebut 

diharapkan mampu untuk menghasilkan uraian yang mendalam terkait dengan 

ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, 

kelompok, masyarakat serta organisasi tertentu dalam konteks tertentu yang 

dapat dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. 

Selanjutnya Denzim dan Lincoln (Moleong J Lexy, 2017:5) juga 

menerangkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, sebagian tujuan menafsirkan hal yang terjadi dan 

dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari definisi 

tersebut, masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan tujuan supaya 

hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan dapat 

dimanfaatkan sebagai penelitian kualitatif dengan berbagai macam metode 
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penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan 

adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.  

Berdasarkan definisi di atas bisa disimpulkan bahwa jenis penelitian 

yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif tentang Implementasi 

Kebijakan Program (BLT-DD) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak 

Covid-19 di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok 

Timur. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan disalah satu desa yang ada di Kecamatan 

Masbagik, tepatnya di Desa Paokmotong, Kabupaten Lombok Timur. Hal ini 

didasari bahwa telah diimplementasikannya program pemerintah yaitu 

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa 

Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, 

pemilihan di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok 

Timur sebagai lokasi penelitian juga dikarenakan lokasi tersebut dapat 

memudahkan peneliti dalam memperoleh data. 

3.3 Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu pada 

bulan Desember Tahun 2021. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Sumber data yaitu subjek penelitian/informasi, dan/atau subjek 

dari mana data diperoleh. Jadi sumber data yang peneliti laksanakan 

adalah subjek peneliti dan/atau informasi dari para sumber utama di 

tempat penelitian. 

Nuzulla Agustina, menerangkan bahwa data merupakan 

keterangan suatu hal yang sering terjadi yang berupa himpunan fakta, 

grafik, gambar, angka, tabel, kata, lambang, serta huruf yang 

menyatakan suatu pemikiran, objek, kondisi dan situasi.  

Jenis data yang di peroleh peneliti dalam penelitian ini dapat di 

golongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali secara 

langsung melalui sumber utamanya, baik itu berupa data kualitatif 

ataupun data kuantitatif. Secara langsung dari sumbernya yang 

berasal dari keterangan para informan dengan cara interview maupun 

observasi hingga menggunakan teknik dokumentasi dalam 

memperoleh data. 
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Menurut Soerjono Soekanto data primer yaitu data yang 

dapat diperoleh langsung dari masyarakat dan diperoleh dengan cara 

langsung dari sumber pertama melalui penelitian dilapangan yaitu 

dengan melihat prilaku masyarakat. 

Tabel 3.1 

Narasumber Penelitian 

NO Narasumber Jabatan Jumlah 

1 Suherman, SP. Kepala Desa Paokmotong, 

Lombok Timur 
1 Orang 

2 Ainun Najib, 

S.Pd. 

Sekretaris Desa 

Paokmotong, Lombok 

Timur 

1 Orang 

3 Agus Alwan, 

S.Pd 

Kepala Seksi Pemerintahan 

Desa Paokmotong, Lombok 

Timur 

1 Orang 

4 Lalu Mashur Kepala Seksi Kesejahteraan 

Desa Paokmotong, Lombok 

Timur 

1 Orang 

5 Mayarakat 

Penerima 

Manfaat 

- 5 Orang 

  Total 9 Orang 

            Sumber : Diolah oleh peneliti 2021 
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2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dan 

digali melalui hasil pengelolahan pihak kedua dari hasil penelitian, 

berupa data kualitatif dan data kuantitatif. 

Menurut Roni Hanitijo Soemitro, data sekunder yaitu data yang di 

peroleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji 

bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder tersebut berupa: 

rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya 

sarjana dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

3.4.2 Sumber Data  

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Desa 

Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. 

Dengan cara melihat secara dekat data-data yang ada di desa penelitian 

yaitu seperti: monografi desa, arsip-arsip resmi, hingga keterangan dari 

para informal. 

3.5 Teknik Penentuan Narasumber 

Dalam penenelitian ini, teknik penentuan narasumber yang digunakan 

oleh peneliti yaitu: “ Purposive Sampling “ Teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini 

misalnya orang yang dianggap paling tau apa yang peneliti butuhkan, 

sehingga dalam hal tersebut akan memudahkan peneliti untuk menjajahi 

objek yang diteliti. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yaitu inti utama dari kegiatan penelitian dalam 

memperoleh data yang dibutuhkan peneliti, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tiga cara pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

3.6.1 Observasi 

Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek 

penelitian dengan menggunakan semua indra dan pencatatan yang 

dilakukan terstruktur. Observasi dapat diartikan sebagai suatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang terstruktur dari berbagai proses 

biologis, dua diantara yang terpenting yaitu proses pengamatan dan 

ingatan. 

Kartono, mendefinisikan observasi “ Studi yang disengaja dan 

terstruktur terkait dengan fenomena sosial dan gejala-gejala psikis 

dengan cara pengamatan dan pencatatan (Sugiyono, 2011)”. 

3.6.2 Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara 

dan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung terkait 

dengan suatu objek yang diteliti dan yang telah dirancang sebelumnya. 

Menurut Esterbeg, wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan  

makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016)”. 
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Tabel 3.2 

Narasumber Penelitian 

NO Narasumber Jabatan Jumlah 

1 Suherman, SP. Kepala Desa Paokmotong, 

Lombok Timur 
1 Orang 

2 Ainun Najib, 

S.Pd.. 

Sekretaris Desa Paokmotong, 

Lombok Timur 
1 Orang 

3 Agus Alwan, 

S.Pd 

Kepala Seksi Pemerintahan 

Desa Paokmotong, Lombok 

Timur 

1 Orang 

4 Lalu Mashur Kepala Seksi Kesejahteraan 

Desa Paokmotong, Lombok 

Timur 

1 Orang 

5 Mayarakat 

Penerima 

Manfaat 

- 5 Orang 

  Total 9 Orang 

        Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2021 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yang diperoleh dari analisis dokumen digunakan 

sebagai data pendukung untuk data primer yang diperoleh melalui 

observasi dan wawancara. Dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berupa gambar, tulisan, dan/atau karya-karya 

monumental dari seseorang. (Sulistyobasuki, 2012), mendefinisikan 

dokumentasi sebagai pekerjaan untuk mengumpulkan, menyusun serta 
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mengelolah dokumen literatur yang mencatat semua aktivitas manusia 

yang dianggap berguna kemudian dapat dijadikan sebagai bahan dan 

penerangan mengenai berbagai persoalan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model 

interaktif. Milles dan Huberman (Sugiyono, 2016), mengatakan terdapat 

tiga(3) proses yang berlangsung secara interaktif; 

1. Redukasi Data: memilih, memfokuskan, serta menyederhanakan informasi 

dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, arsip, dokumen 

dan lainnya, sedangkan untuk prosesnya dengan cara  mempertegas, 

mempersingkat, menghilangkan yang tidak perlu, memilih fokus, dan 

menyusun data sehingga kesimpulan tersebut bisa dibuat. 

2. Penyajian Data: menyusun data dan mempersentasikan data dengan baik 

supaya lebih mudah untuk dipahami. Penyajian ini bisa berupa skema, 

tabel, gambar, matrik, jaringan kerja dan lainnya. 

3. Menarik kesimpulan: proses penarikan kesimpulan awal masih belum 

kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah 

penghimpunan data berakhir. 

 


